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PERATURAN DAERAH KABUPATENM BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN (IRGANISASI DAN TATAKERTA
SEERETARIAT DAERATH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI

EABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

RITPATT BANYUMAS,

bahwa dengan telah  ditetapkannyn  Peraturan
Pernerintali Momor & Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkar Daerah, maka Peraturin
Daerah Kabopaten Bampumas MNemor 22 Lshun
000 fenlang Sususn Oganisasi dan Tata Kerja
Sekreraris Daerah dan Sekretaris Dewan
Pepwakilan Ralwar Daerah Kobupaten Bomyumsas
Setepsimana felah dinhah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tatun 2002 sudahtidak sesuailagi;

babrwa sehubungam dengsn hal tersebon | maka peria
menetapkan kembali Peramuran Daerah  tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tat Kerje
Sekretariat Doerah dan Sekretanal  Dewan
Pervakilan Rakyvat Daerah
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Mengingat

Undang-undang Nomor |13 Tebun 1950 tentang
Pembentluban Daetah-deerah Kabupalen Dalam

Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Thmbahan Lembaran Negara
Momor 3839,

Peraran Pemerimah No 16 Thbun 1994 fentang
Jabatan Fumgsional Pepawai Negeri Sipil
Lembaran Negara  Tahon - 1994 Nomer 22,
Tambahanl cobaren Megam Momor 3547)

Peraturant. Pemeriddah Momor 25 Tabun 2000
tentang Kewenangan Pemerinh Pusat dan
Ezwepangan Propinsi scbagai Dasmb (Mooom
{Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran MNegara Nomeor 3952);

Peraturan Pernerintah Momor  Tabun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Dazrah (Lembaran
Megara Tahun 2003 Tambahan Lembaran Megara
Nomor 4262);

Keputuzsan Bersama Menter:  Pendayagunzan
Aparamr MNegars Jan Menteri Dalam  Neger
Nomoc: O1SKB/M. PAN/4/2003 Nemor 17 Tahun
2003 tentang Petunjuk  Pelaksansan Peraturan
Pemerintah Nomor B Tahun 2003 tentang Pedoman
Orgamisasi Perangkat Daerah dan  Peraturan
Pemerintah Nome:r 9 Tahun 2003 tenmng
Wewenang Pengangkatan, I'emindahan dan
Pemberbentian Pegawin Nepen Sipil;

Dengan persefujuan
DEWAN PERWAEILAN RAKYAT DAERAH
KEABUPATEN BANYLUMAS

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FEMBENTUEAN,

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEERETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN FPERWAKILAN RAKYAT DAECRAII
KABIPATEN BANYUIMAS.

BAR 1
EETENTUAN UMUM
Tasal 1

Mal:m Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Danyumas. .
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutmya dischut
PRI} adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Eabupaten
Bamyumae:

Bapet szl Bupali Banyumas.

Sekretarial Tlaerah adalah Sekretariat Daerabh Kabupaten
Banyumas.

Sckretwris  Daeral adalah Sekretaris  Daerah  Kabupaten
Banyumas.

Sekretariat Dewan Perwekilan Bakyat [Jaerah yang selanjunya
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekratarist Dewan Perwakilan
Bakyat Daerah Eabupaten Bamyumas
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Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuliga

discbet Sckretaris DPRD adalah Sckretaris Dewan Perwakilan
Fakyat Daers h Kabupaten Banyumas .

Agisten Sekretaris. Daerah adalah Asisten Sekrefariz Daerah
Ksbapaten Banyumas. g

Jabatam Fumgsiomal sdalah kedodukan yame menonjukkan iugss,
tanggung jawab, wewenang dam hak seorang Pegawai Megeri
Sipil dalam satuan organizasi vang dalam pelaksanain tugasnys
didasarkan peda keahlian dam amu Ketrampilan tertenm sert
hersifat mandiri.

Perangkat Dacrah adalah organisasilembaga pada Pemerintah
Dacrah yang beranggungjasab kepads Bupad dalem rangkn
penyelenggaman pemenntahan yong tendin dar Sekretarial
Dzerah, Sekretariat Dewan, Dinas Dacrah dan Lembaga Teknis
Dacrah, Kecamawan dan-Saman Polisi Pamong Praja sesuai
dengan ke butyhan daersb.

BABII

PEMBENTUEAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibenmik Sekeetariat Dactah dan Sekreariat

DPFRD

BAD M
Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSL
Pasal 3

a4

Sekretariat Dacrah adalah unsur pembantn Pimpinan Pemeringah Deaersh
Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawsah
dzn bertanggung jawab kepada Bapad.

Pasal 4

1. Sekretariat Daerah mempunyal mgas pokok membanta Bupat dalam
melaksanakan mgas penyelenggaraan pemerinthen, pdminisorasi,
organissi dan (atalaksana serta meniberikan pelayanan administratif
kepada s¢lurah perangkat Dacrah .

2. Unmk melaksanakan mgas pokok scbagrimana dimaksud dalum ayat
(1), Bekretariat Daerah memponyal fangsi:

]

pengkoordinasian staf terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
Perangkal Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi
pemerintahan Daerah;

penyusunman  dan penghoordimsian  peromusan  kebijzkan
Pemerintah Daerah;

penyelengzgaraan adminisirasi permerinialian,

pembinaan penyelenggaraan pemerintaban, pembangunan dan
kemasyarakatan;

pembinaan  administrasi, organisasi dan ttalaksana sert
pemberian pelayanan feknis  administralil  kepads  sshuuh
perangkat daerah |

pergelclaan sumber daya aparamr, kevangan, prasamng dan
sarana pemerinfahan dasrah;

pelaksanasn hubungan masyarakat Sekretarial Daco;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupafi s2suai dengan
tugas fungsimya.



Hagian Kedna
ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organizazi Sekretariat Daerah terdiri dari:
Sckretariz Datrah

Asisten Pemerintaham Sekretars Dacrak

Asizten Tkonomi dan Pembangunan Sekretaris Daernh
Asisten Admindstrasi Sekretaris Dearah

Bagzian;

Sub Bagian;

Kelompok Jzbatan Fungsional.

moAT ED T

Pazal 6
1. Asistcn Pemerintahan Sckretaris Dacrah membawahi:

a.  Bagian Tata Pemerintahan terdiei dari ;
1. SubBagian tata Pemerintahan TUmum
2. SubBaginn Bina Otonomi Daetah dan Perkotan
3. SubBagian Rina Perizinan.

b, Bagian Perieriniabon Desw/Kelurahan, terdini dari ;
. SubBagian tata Pemeriniahan Thasa Kelumhan
2. SubBagian Dina Oronomi Desa
3. SubBagian Administras: Desa/Eelurshan

t.  Bagian Hukum
|. SubBagian Peramran Perundang-undangan
2. SubBagin Banwan Hukum
3. SubBapian Penelashan dan Dokorentasi Hukum,

2} Amsten Ekonomi dan Pembangunad Bekretaris Doerah membeeahi ;

Bagian Perekonomian, terdisi dari ;

1. Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Badan Usaha
Milik Deerah;

2. Sub Dagian Pengembangan Perskonomaan Bakyat,

3. Suh Baginn Produksi dan Ketshanan Pangan.

Bagman Kesejahteraan FBakovat, terdiri dari:

1. Sub Pagian Agama dan Kebudavaan;

2. SubBagian Pendidikan, Pemuda dan Clabrags;

3. Sub Bagian Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan.

Bapian Pengendalian Permbamgunan, terhin dari ;

1. Sub EBagisnProgram Kerja,

2. Sub Bagian Pengendalian.

3. Sub BagianEvaluasidan Pelaporan,

-(3)  Asisten Administrasi Sckretaris Dacrah membawahi :

i

Hagan Organisasi, terdiri dari -

L. Sub DagianKelembagaan,

2. Sub Bagian Ketainlaksansan.

3, Sub Dagian Formasi Jabatan dan Kepegawaian,

Dagian Hubungan Masyarakat dan Protokel, terdiridari
1. Soh Baginn Hubungan Masyamkat

Z. Sub Bagian Analisis Media dan Pendapat Umum;

3. %ub Hagian Protokol,

Bagian Umum, t2rdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Sub Bagian Keuangan:

3. Sub Bagian Perlenekapan dan Bumah Tangga



(1)

2)

(3

)

Pasal 7

Masing-masing Asisten Sckretaris Dacrzh sebagaimana dirnaksud
pada Pasal G bertanpgung jawab kepada Sekretaris Daerah

Masing - masing Hagian sebagaimama d maksud pada Pasal 6 dipimpin
oleh Kepala Bagian vang berada di bawah dan bertangpungjaaab
kepada Asisten Sekretaris Daerah vang membawahinya.

Mausing-masing Sub Bagian schapaimana dimaksud pads Pasal 6
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian vang berada di bawah dan
beranggungjawah kepada Kepala Bagian vang membawahinva,

Bapgan struktur organizasi Schrctarint Dacmh sehapaimans fermaniom
dalam Lampiran [. Merupakan bagian tak terpizahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB IY
SEERETARIAT DPRD

Bapian Perlama
KEDUDUEAN, TUGAS MOEOK DaMN FUNGSI.
Pasal 8

Sekremarim DP'RD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh
seoreng Sekretarls vang berangguag javab kepadz Pimpinan DPFRD dan
secara administratif dibina oleh Seloretaris Daerah.,

—

Ll

Fasal 9

(1) Sekretariar DPRD mempunysi tugas pokok memberikan pelavanan
kepada anggota DFRTY.

(2 Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam avat
{1}, Sekretariat DPRD mempumyai fungsi;
a. pengkordinasian selurub  penyelenggeraan mgas Sckretariat

DPED.

b.  pelaksanzzn fasilitasi rapat anggola DPRD.
pelaksanazn hubungan masyarakat DPRD.

d.  pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalinan dinas anggota
DFRD. ;

2. pengelolnan tata usaha DPRD.

Ragian Kedua
ORGANISASI
Pasal W

(1) Susunancrganisasi Sekretariat DPRD terdici dari:
3,  Sckretari: DPRD.
k. Bagian Persidangan, terdiri dari :
1y  BubBaptan Rapat dan Risalah
2)  Sub Bagran Kepiatan Koamisi dan Frakes:,
c.  Bazian Umom Tendio dan
1} Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol.
2] SubBagian Keuangan.



d.  Kelompok Jabatan Fungsional

(2} Masing-masing Dagian schagaimana dimaksud dalam aynr (1)
dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bewah  dan
bertanggungjawab kepada Schretaris DPRTL

(3 Masing-masing Sub Bagian scbagsimeny dimabswd dalam ayat 1
dipimpin oleh Kepala Sub Baglan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagion yang membawahinga

i4) Bagan strukwr organisasi Sekretariat DPRD sehagaiimana tercantum
dalam Lampiran I, meropeksn bagism yang lak terpisahican dari
Perawtaran Dacrah ini.

DAB ¥
TATAKLRIJA
Paszal 1

Dralam mc]sksanslen wgasayn, Sekretaris Dacrah, Sekretaris DTRD, para
Asisten, Kepala Bagian, Eepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikusi sexara verfikal dan horizontal baik dalam lingkungankerja
masing-mesing, maspun dengan unit kerja lainmyz sesoal dengan tugus
pokokma

Pasal 12

{1} Sctigp pimpinan saman organiasi pada Sekretariat Dacrah dan
Sekrerariat DPRED wajib mengkoordinasikon bawahannya dengan
memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi
pelak=anaan wzusnya

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Schrctariat Daerah dan
Sekretariat PRI wajib mentsati peraturan perundang-undangam
vang berlakn dan beranggong jawab kepada alasan masmg measing
seria memennpaikan laporan secira berkala,

Pasal 13
TUraian migas dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarist DPRD zkan
diamr lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAE VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

{1} Struktor organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerzh Kabopaten
Banvumas vang telah ada pada saar berlakunya Peratoran Dacrah ini
masin fetap berlakn samped dengan penpisian formasi jabatan
herdasarkan Peraturan Dasrah ini dilaksanakan.

(2) Selambat-lambanya dalam wakitu & (enam} bulan sejok berlakunya
Feramran Daemah im, pengisian formasi jabatan  sebapaimana

dirnaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

BAE ¥1
KETENTUAN PENUTUF

Pusal 15
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini meka Peranran . Dactab

Kabupaten Bamyumas Nomar 22 Tahun 206K tentang Susunan Organisasi
dan Tals Kerja Sekretariat Dacrah dan Sekretariat Diovean Perwakilan

Rakyat Dasrah Kabupaten Bapyumas schagmmana lelah dinbah dengan
Peraturan Dacrah Eabupaten Banyunss Momor 8 Tahun 2002 dinyatakan
tidak herlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada mnggal divndanghkan.

Agar setlap orang dapat mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan
Peraturnn Daerzh ini dengan pensmpatannya dalam Lembaran Daerah
Eabupaten Bamyumas

Ditetapkan di Purwolezro
Tada ranggal 31 Mei 2004

DUPATI BANYUMAS

trd
ARISSETIONO

Di Undangkan di Purwokerto
Padn targgal 1 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Tid

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP: 500 086 384

LEMEBARAN DACRAII KABUPATEN BANYUMAS NOMOR o
SERID



BACAN SUSUNAN ORGANISASI Homor
SEKRETARIAT DFRD Tamrgagal 31 Wel TO04
KABUPATEN BANYLMAS

SENKRETARIS DPRD

XELOMPOK
| JABATAN F MAL
[ |
BAGIAN BAGIAN
FERSIDANGAM LI E
'_l—-l—l l_l'__l
SUB BAGIAN SUME BAGIAN 5UB EAGIAN SUBBAGIAH
RAPATE KEGIATAN TATA USAHA & RELMNSAN
misALAH HDMEE] & PROTOKIL
FRAKSL
BUPATI BANYUMAS

ARIS BETIONO



